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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang Penelitian 
Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya yaitu 
menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut 
kemasyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Lembaga perbankan 
mempunyai peranan penting dalam kegiatan perekonomian yang membantu 
pemerintah dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian. 
Definisi bank dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 
tentang Perbankan yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 
1992 (selanjutnya disebut UUP) disebutkan bahwa “Bank adalah badan usaha 
yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentk 
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. 
Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan 
menyebutkan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan 
dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 
bank dengan pihak lain yang menjanjikan pihak meminjam untuk melunasi  
hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga” . Pemberian 
kredit merupakan kegiatan sangat pokok dari suatu bank. 
Indonesia hanya mengenal dua jenis bank, dimana dalam Pasal 5 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992  Perbankan, menyebutkan bahwa menurut jenisnya 
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bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Baik Bank 
Umum maupun BPR secara garis besar mempunyai fungsi yang sama dalam 
melaksanakan tugasnya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, 
hal ini sesuai dengan fungsi utama perbankan Indonesia yang disebutkan dalam 
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Perbankan. Yang membedakan 
dengan Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dilarang melakukan usaha 
sebagai berikut: 
1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran; 
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; 
3. Melakukan penyertaan modal; 
4. Melakukan usaha perasuransian;dan 
5. Melakukan usaha diluar kegiatan usaha. 
Meskipun memiliki perbedaan, dalam menjalankan kegiatan usahanya, 
Bank Umum dan BPR menjalankan kegiatan usaha didalam memberikan kredit 
wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad. 
Pemberian kredit harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan 
tetap menjaga persyaratan kesehatan bank sebagai lembaga kepercayaan karena 
bagaimanapun juga setiap kredit yang diberikan bank akan mengandung resiko 
kegagalan, sesuai dengan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana 
telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998, penyaluran kredit oleh perbankan 
harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Terdapat faktor-faktor penyebab 
terjadinya kredit masalah tersebut, masalah dari faktor intern maupun faktor 
ekstern. 
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Faktor intern terjadinya kredit bermasalah disebabkan karena pihak bank 
tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian, perhitungan yang kurang matang, serta 
kurangnya ketelitian bank terhadap permohonan kredit. Sedangan dari faktor 
ekstern disebabkan karena adanya perlambatan laju ekonomi, inflasi, pendapatan 
per kapita dan menurunnya daya beli masyarakat, serta debitur sendiri yang terlalu 
spekulatif dalam pengembangan usahanya secara besar-besaran serta manajemen 
keuangan yang buruk dari debitur sendiri. 
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukan rasio kredit bermasalah 
atau Non Performing Loan menunjukan peningkatan. Pada Oktober 2017, NPL 
tercatat sebesar 2,96 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan rasio NPL 
pada bulan sebelumnya tercatat sebesar 2,93 persen. Imansyah menjelaskan 
bahwa tren peningkatan NPL memang terjadi, hal ini menyebabkan rasio NPL 
diperoleh dari total NPL dibagi dengan total kredit, apabila total kredit mengalami 
pertumbuhan yang tidak terlampau tinggi, Maka NPL akan mengalami sedikit 
peningkatan. Adapun kondisi NPL juga harus dilihat berdasarkan konsolidasi 
perbankan. Dalam hal ini, imbuh Imansyah, adalah kinerja konsoliasi perbankan 
dalam konteks restrukturisasi dan penghapus bukuan (write off). 
(http://sains.kompas.com, diakses tanggal 20 April 2018). 
Hal yang sama diungkapkan oleh I Wayan Suartama (2017) yang 
melakukan penelitian di PT.BPR Nusamba Tegallalang, menurut data yang 
diperoleh dari hasil observasi awal, pada PT.BPR Nusamba Tegallalang dalam 
pemberian kredit juga dihadapkan pada resiko kredit, yaitu kredit yang telah 
disalurkan beserta bunganya tidak dapat kembali sesuai dengan perjanjian yang 
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telah disepakati oleh debitur dan kreditur atau disebut dengan kredit bermasalah 
(Non Performing Loan).  
Tabel 1.1 
Data Jumlah Kredit Bermasalah(Dalam Ribuan Rupiah) 
Kolektibilitas 
Lancar 
Kurang 
Lancar 
Diragukan Macet Jumlah 
Tahun 
2014 29,572,056 
(98,97%) 
50,025 
(0,16%) 
50,946 
(0,17%) 
215,455 
(0,7%) 
29,888,482 
(1,03%) 
2015 35,983,582 
(98.87%) 
73,058 
(0.2%) 
87.245 
(0,23%) 
312.655 
(0,7%) 
36.465.540 
(1,13%) 
2016 48,659,970 
(97,84%) 
277,461 
(0,4%) 
11,802 
(0,02%) 
896.104 
(1,74%) 
49,881.337 
(2,16%) 
Sumber : Neraca Publikasi PT.BPR Nusamba Tegallalang, 2017 
Dari data pada tabeldiatas dapat diketahui persentase kredit bermasalah 
yang terjadi di BPR Nusamba Tegallalang dari tahun 2014 sampai dengan tahun 
2016 adalah 1.03 persen, 1,13 persen, dan 2,16 persen. Oleh BPR Nusamba 
Tegallalang kredit masalah ini diselesaikan melalui dua tahap yaitu tahap 
penyelamatan kredit melalui restrukturisasi, sedangkan untuk kredit yang tidak 
bisa diselesaikan melalui tahap penyelesaian kredit yaitu penyelesaian melalui 
Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). (e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan 
Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1(Vol: 8 No: 2 Tahun 2017),namun fokus 
penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih kepada upaya penyelamatan 
kredit bermasalah yaitu dengan restrukturisasi. 
Kebijakan mengenai restrukturisasi kredit pertama kali diatur dalam SK 
Direksi Bank Indonesia No.31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 
Restrukturisasi Kredit  yang kemudian diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia 
No.2/15/PBI/2000 tentang Restrukturisasi Kredit. 
5 
 
Pada mulanya restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan 7 (tujuh) cara 
yakni melalui : 
1. Penurunan suku bunga; 
2. Pengurangan tunggakan bunga kredit; 
3. Pengurangan tunggakan pokok kredit; 
4. Perpanjangan jangka waktu kredit; 
5. Penambahan fasilitas kredit; 
6. Pengambil alihan asset debitur sesuai ketentuan yang berlaku; 
7. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan 
debitur. 
Restrukturisasi kredit dilakukan terhadap portofolio kredit bermasalah 
(Non Performing Loan) terutama pada kredit diragukan dan kredit macet. 
Portofolio kredit bermasalah yang dapat dimasukan kedalam program 
restrukturisasi kredit harus memenuhi persyaratan tertentu. Bank hanya dapat 
melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai 
berikut : 
1. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atu bunga kredit;dan 
2. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban 
setelah kredit direstrukturisasi. 
Adapun penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 1.2 
Penelitian Terhadulu 
Nama Peneliti Judul Penelitian  Hasil Penelitian  
Ar Razaq Subhan, 
(2011) 
Analisa kontribusi 
restrukturisasi kredit 
terhadap kredit bermasalah 
(Non Performing Loan) 
pada PT.Bank Rakyat 
Indonesia (Persero)Tbk. 
Restrukturisasi maka NPL 
akan  dapat berkurang 
rata-rata 1,02% atau 
Rp.1.401.305,67 dari 
jumlah kredit bermasalah 
sebelum dilakukannya 
restrukturisasi kredit. 
Anggun Dieta 
Cahyani,(2010) 
Analisis implementasi 
restrukturisasi kredit daam 
upaya meminimalisir non 
performing loan 
(NPL),studi kasus pada 
restrukturisasi KPR 
PT.Bank Tabungan Negara 
(Persero)Cabang Malang. 
Apabila restrukturisasi 
kredit KPR berhasil 
diimplementasikan maka 
kredit yang semula 
dikategorikan non 
performing loan akan 
menjadi performing loan 
dengan demikian NPL 
dapat diminimalisir 
terbukti secara umum NPL 
tahun 2007 sampai dengan 
2009 mengalami 
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Nama Peneliti Judul Penelitian  Hasil Penelitian  
penurunan NPL yang 
signifikan setelah 
dilakukan restruktursasi 
KPR. 
Natasya dan Yunus 
Hesein daan Aad 
Rusyad,(2014) 
Anaisis Terhadap Dampak 
Penghapusbukuan dan 
Penghapustagihan Bagi 
Bank dan Debitur Sebagai 
Salah Satu Upaya 
Penyelesaian Kredit 
Macet.(Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia) 
Dampak dari dilakukannya 
penghapusbukuan dan 
penghapustagihan bagi 
debitur dan bank sebagai 
salah satu upaya 
penyelesaian kredit macet 
cukup memberi dampak 
yang signifikan. 
Sumber: berbagai sumber, diolah penulis 2019 
Dari ketiga penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan 
dilakukannya penerapan restrukturisasi kredit dan penghapusan kredit kualitas 
kredit bermasalah dengan kearah yang positif maka semakin baik. 
Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet merupakan tindakan yang 
sudah lazim dilakukan dikalangan perbankan untuk menurunkan rasio kredit 
bermasalah (Non Performing Loan) agar tingkat kesehatan bank tetap terjaga 
dengan baik, hal ini juga tentunya agar tidak menimbulkan konflik kepentingan 
dan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan bank dan debitur. 
Penghapusan terhadap kredit macet adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 
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manajemen resiko penyaluran kredit perbankan. Penghapusan yang dimaksud 
disini adalah penghapusbukuan terhadap kredit macet. 
Dengan dilakukannya penghapusan terhadap utang debitur tentunya 
melahirkan dampak atau pengaruh tersendiri baik bagi bank maupun kreditur dan 
tentunya berpengaruh terhadap hubungan hukum yang terjadi antara debitur dan 
bank. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, kiranya cukup alasan 
untuk diadakan suatu penelitian yang berhubungan dengan masalah “Pengaruh 
Penerapan Restrukturisasi Kredit dan Penghapusan Kredit Terhadap Upaya 
Penyelamatan Kredit Bermasalah”. 
 
1.2 Identifikasi Masalah 
Dari latar belakang di atas,kami memberikan identifikasi masalah  yang 
akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut : 
1. Ketidakmampuan secara teknis dalam mengelola kredit oleh petugas (analis) 
karena kurangnya pengetahuan yang diperlukan sebagai pejabat 
kredit,sehingga menimbulkan kesalahan pengelolaan kredit 
2. Adanya kepentingan dengan debitur, kadangkala petugas berkompromi untuk 
menerima kredit yang beresiko tinggi karena keeratan/kedekatan hubungan. 
3. Menyalurkan kredit tidak memperhiungkan kemampuan debitur dalam 
pengembaliannya (Re-Payment). 
4. Pimpinan Bank terlalu dominan dalam memutuskan kredit tanpa 
memperhatikan masukan dari bawahannya. 
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5. Kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur, sehingga debitur tidak 
bisa mengembalikan kewajibannya. 
6. Dalam penilaian agunan lebih diutamakan dibandingkan dengan usaha 
(jaminan pokok) kadangkala lebih tinggi dari nilai sebenarnya/tidak sesuai 
dengan aturan dan tujuan agar kredit bisa direalisasi. 
7. Debitur melarikan diri/pindah alamat dan tidak diketahui alamat yang baru. 
8. Debitur memalsukan usaha. 
 
1.3 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah:  
1. Bagaimana penerapan restrukturisasi kredit berpengaruh terhadap upaya 
penyelamatan kredit bermasalah (non performing loan) ? 
2. Bagaimana penerapan penghapusan kredit berpengaruh terhadap upaya 
penyelamatan kredit bermasalah (non performing loan) ? 
3. Apakah penerapan restrukturisasi kredit dan penghapusan kredit berpengaruh 
terhadap upaya penyelamatan kredit bermasalah (non performing loan) ? 
 
1.4  Tujuan Penelitian   
Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk melihat pengaruh penerapan restrukturisasi kredit terhadap upaya 
penyelamatan kredit bermasalah (non performing loan). 
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2. Untuk melihat pengaruh penerapan penghapusan kredit  terhadap upaya 
penyelamatan kredit bermasalah (non performing loan). 
3. Untuk melihat pengaruh penerapan restrukturisasi kredit dan penghapusan 
kredit  terhadap upaya penyelamatan kredit bermasalah (non performing loan). 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka hasil penelitian ini 
diharapkan dapat berguna sebagai berikut : 
a. Kegunaan Teoritis 
Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah : 
penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat 
untuk menjadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab 
permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran 
terutama dalam pengaruh penerapan restrukturisasi kredit dan penghapusan  
kredit dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah. 
b. Kegunaan praktis 
1. Peneliti  
Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan menambah wawasan ilmu 
pengetahuan dalam rangka penerapan teori-teori yang telah didapatkan 
dibangku perkuliahan dengan praktik kerja yang sesungguhnya pada 
suatu instansi atau perusahaan serta untuk mengetahui dan mengukur 
sejauh mana tingkat kemampuan peneliti dalam meneliti sebuah 
masalah. 
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2. Perusahaan   
Membangun pemikiran bagi pihak perusahaan dalam rangka mengatasi 
masalah kredit bermasalah diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan 
bahan pertimbangan agar lebih berhati-hati dalam mengatur alokasi 
dana kredit. 
3. Universitas, yaitu dapat menambah perbendaharaan referensi di 
perpustakaan Universitas serta menambah pengetahuan dan informasi 
pembaca khususnya mahasiswa Program Studi Akuntansi yang akan 
meneliti topik yang sama. 
4. Bagi Penelitian Selanjutnya, yaitu untuk bahan pertimbangan dan 
informasi yang nantinya dapat memberikan perbandingan dalam 
mengadakan penelitian pada topik yang sama dimasa yang akan datang 
dan sebagai bahan referensi untuk melakukan pengembangan 
selanjutnya. 
